PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 25 TAHUN 1983

Menimbang

Mengingat

ca.

3.

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Izin Tempat
Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang
Izin Tempat Usaha, muatan materi yang terkandung
didalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

.bahwa dalam rangka menciptakan tertib hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan
Daerah yang sudah tidak sesuai lagi khususnya dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dicabut dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah, perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang
Izin Tempat Usaha;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA NOMOR 25 TAHUN 1983 TENTANG IZIN TEMPAT
USAHA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8
Tahun 1983 Seri C No. 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga.
pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI PURBALINGGA,
ttd
HERU SUDJATMOKO
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Asisten Administrasi
cap ttd
IMAM SUBIJAKTO
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 25 TAHUN 1983
TENTANG IZIN TEMPAT USAHA

PENJELASAN UMUM.

Sesuai Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor
188.3-1 Tahun 1998 tentang Pemberhentian Pungutan Beberapa Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997, pemilik izin tempat usaha biayanya sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan pada saat ini, sehingga harus disesuaikan
tarifnya.

Dalam rangka menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi
khususnya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu dicabut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin
Tempat Usaha.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.



